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DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA——
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. PA/KPA: L

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penganggaran, perencanaan
Pemerintahan pengadaan, sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang.
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik 2. PPK:
4  Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pengadaan,
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pelaksanaan kontrak sampai dengan penyampaian hasil pekerjaan/pengiriman
5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 barang
Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 3. Pokja Pemilihan:
7 Pern:fez:l PAN.RB No. .35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia,
Administrasi Pemerintahan. pelaksanaan pemilihan penyedia sampai dengan laporan hasil pemilihan
penyedia
b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1  SOP Perencanaan Pengadaan 1 Komputer/Scanner/Printer
2 SOP Persiapan Pengadaan 2 Jaringan Internet
3 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 3 Panduan Penggunaan SPSE
4  SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
5 SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender
6  SOP Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.
2 | Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output

dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROSES UTAMA PENGADAAN BARANG /JASA

barang

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan X « KPR pokte Pegilil Persyaratan / S Satoat Keterangan
PA/KPA PP epala okja Pemilihan etengiapan u pu
Perencanaan pengadaan idealnya dilaksanakan setelah
1. Renja K/L/PD pagu definitif ditetapkan dan sebelum tahun anggaran
, [Menyusun perencanaan ‘ 2. RKA KL/RKA Pemda 5 hari RUP pelaksanaannya. Namun demikian, PA/KPA dapat
pengadaan I 3. DIPA/DPA mengumumkan RUP selambat-lambatnya tanggal 31
Maret tahun anggaran berjalan
v
5, [Menetapkan dan g RUP 1 hari RUP yang telah diumumkan
mengumumkan RUP |
. P j
. x ; :l:J'P enunjukan PPK Dokumen Persiapan Pengadaan
5 |Meldeamnaicas; prstapan e — ikt Bl TSN AR 5 hari (KAK, Spesifikasi Teknis dan
pengadaan : . ;
4. HPS/RAB HPS telah ditetapkan)
¥ Dokumen Persiapan
Mengkoordinir sdm B | Pengadaan (KAK, Spesifikasi . . .
4 |gengadaan g Teknis dan HPS telah 1 bt SK penasjukan pokja
ditetapkan)
|
- 1. SK Penunjukan Pokja
5 [Meleksanakan persiapan 2. Dolumen Persiapan 5 hari Dokumen Pemilihan Penyedia
pemilihan penyedia Pengadaan (Draft Spek.
Teknis /KAK, HPS/RAB)
[ 1. Laporan Hasil Pemilihan
PTT1 v P .
6 Melaksanakan pemilihan Dokumen Demilihiar Penyedia sesua:! _?adwa.l Penyejchs.
penyedia pemilihan 2. Berita Acara Penetapan
Pemenang
¥ 1. Laporan Hasil Pemilihan 1. SPPBJ
Melaksanakan pengelolaan Penyedia i — 2. Kontrak
i kontrak ; 2. Berita Acara Penetapan sesual masa kontra 3. Pelaksanaan Pekerjaan
| Pemenang 4. BAST
Menerima hasil ¥
8 |pekerjaan/pengiriman BAST 1 hari Hasil Pekerjaan/Barang diterima
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Judul SOP \\ \| :* Peremicanaan Pengadaan
N '
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA il
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. PA/KPA: T
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa
Pemerintahan sampai dengan penetapan dan penerbitan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
3  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik 2. PPK:
4  Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pengadaan barang/jasa yang meliputi penyusunan KAK/Spesifikasi Teknis ,
5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 RAB/Perkiraan Harga, Pemaketan dan Penjadwalan
Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia 3. Kepala UKPBJ :
7 Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan
Administrasi Pemerintahan. asistensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
4. Jabfung PPBJ:
a. Memiliki pemahaman tentang proses perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
b. Memiliki kemampuan asistensi perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 1 Komputer/Scanner/Printer
2  SOP Persiapan Pengadaan 2 Jaringan Internet
3 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 3 Panduan Penggunaan SPSE
4  SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
5 SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender
6 SOP Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1 | Salinan berkas-berkas terkait persiapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data
ditetapkan. elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ.
2 | Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output 2 | Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia dicatat dan didata sebagai data

dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan.




STANDAR QOPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERENCANAAN PENGADAAN

Barang/Jasa ke dalam Rencana Kerja Anggaran
Kementerian/Lembaga (RKA-KL) atau Rencana
Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD)*

Barang/Jasa

1 hari

Barang/Jasa terdaftar
dalam RKA-KL atau RKA
PD

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan PA/KPA PPK Kepala UKPBJ | Jabfung PPBJ Pexayaratan/ Waktu Output Keterangan
Kelengkapan
1 |Menctapkan PPK untuk melaksanakan Renja K/L/PD Penunjukan PPK
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (:) | hari
2 |Melakukan inventarisir perencanaan pengadaan: 1. SK Penunjukan PPK Surat Permohonan
a). Jika diperlukan, menyampaikan permintaan 2. Renja K/L/PD Asistensi
asistensi penyusunan perencanaan pengadaan v (a)
kepada UKPBJ;
b). Jika tidak, maka dilanjutkan dengan 5 har
identifikasi kebutuhan barang/jasa (b)
3 |Menunjuk Jabfung PPBJ untuk melaksanakan Surat Permohonan Penunjukan Pengelola
asistensi perencanaan pengadaan y Asistensi Pengadaan/Jabfung
OPD/Unit/Satuan Kerja PPBJ
1 hari
4 |[Mendukung kinerja PPK dalam melaksanakan Penunjukan Pengelola Laporan Periodik Dukungan dimaksud dapat
perencanaan pengadaan Pengadaan/Jabfung PPBJ kepada Kepala UKPBJ |dilaksanakan melalui kegiatan
o 5 hari asistensi atau pendampingan
5 |1. Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa, 1. Database Barang Milik 1. Barang/Jasa Identifikasi kebutuhan merupakan
menectapkan barang/jasa berdasarkan Rencana ¥ Negara/Daerah teridentifikasi sesuai suatu proses yang berkelanjutan.
kerja (Renja) K/L/PD; 2. Riwayat Rencana dengan kodefikasi dan |Tahapan ini pada prinsipnya dapat
2. Konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan 5 Kebutuhan Unit/Satker kategorisasi; dilakukan sepanjang tahun (sebelum
3. Memastikan adanya keterlibatan UMKM dan K/L/PD* 5 hari 2. Pengadaan yang tahun anggaran pelaksanaan pbj)
pemenuhan TKDN sesuai dengan ketentuan yang terkonsolidasi; sesuai dengan kebutuhan
berlaku. 3. Terakomodirnya
UMKM dan penggunaan
PDN.
6 |Memasukkan rencana kebutuhan Pengadaan Dokumen Penetapan Kebutuhan




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Keterangan
PA/KPA PPK Kepala UKPBJ | Jabfung PPBJ Perayarstatl/ Waktu Output
Kelengkapan
7 |Menentukan cara Pengadaan Barang/Jasa RKA-KL/RKA-PD* Cara pengadaan sudah
D ditentukan
3 1 hari
8 |Menyusun: RKA-KL/RKA-PD 1. Rencana Jadwal
1. Spesifikasi Teknis (Pengadaan Barang, 2. RAB
Konstruksi, Jasa Lainnya)/Kerangka Acuan Kerja 3. Spesifikasi
(Jasa Konsultansi) Y Teknis/KAK
2. RAB.Perkiraan Biaya 4, Daftar Paket PBJ
3. Pemakaian 5 hari
4, Rencana Jadwal Pengadaan Barang/Jasa
9 |Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum 1. Rencana Jadwal RUP ditetapkan dan
Pengadaan (RUP) melalui SIRUP 2. Pagu diumumkan Pengumuman RUP dilakukan sebelum
3. Spesifikasi Teknis/KAK tahun anggaran pelaksanaan
C) < 4. Daftar Paket PBJ 1 hari pengadaan barang/jasa. Namun

demikian, PA/KPA dapat
mengumumkan RUP paling lambat 31
Maret tahun anggaran berjalan
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Judul SOP N N\ “: . Perbiapan Pengadaan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA |
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. PA/KPA: '
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintahan sampai dengan RUP dan dokumen terkait persiapan pengadaan disampaikan
3  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kepada PPK.
Sistem dan Transaksi Elektronik
4  Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden 2: PPK:
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan penyusunan persiapan pengadaan
5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 barang/jasa yang meliputi penetapan KAK/Spesifikasi Teknis penyusunan dan
Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penetapan HPS dan Rancangan Kontrak.
6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
7  Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 3. Kepala UKPBJ :
Administrasi Pemerintahan. Memiliki kemampuan memilih personel yang kompeten dalam pelaksanaan
asistensi persiapan Pengadaan Barang/Jasa
4. Jabfung PPBJ:
a. Memiliki pemahaman tentang proses persiapan Pengadaan Barang/Jasa
b. Memiliki kemampuan asistensi persiapan Pengadaan Barang/Jasa
c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 1 Komputer/Scanner/Printer
2  SOP Persiapan Pengadaan 2 Jaringan Internet
3 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 3 Panduan Penggunaan SPSE
4  SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
5 SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender
6 SOP Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1 | Salinan berkas-berkas terkait persiapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data
ditetapkan. elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ.
2 | Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output 2 | Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia dicatat dan didata sebagai data

dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSIAPAN PENGADAAN

Pengadaan

terdokumentasikan

Pelaksana Murtu Baku
No. Uraian Kegiatan
° 8 PA/KPA PPK Kepala UKPBJ Jabfung PPBJ Paroyacatany Waktu Output HEtEROSIR
Kelengkapan
1 Menyampaikan RUP dan dokumen terkait C) 1. RUP 1 hari RUP dan Dokumen lain
perencanaan lainnya 2. Dokumen lain tersampaikan
) . Spesilikasi
Melaksanakan reviu: . ,}CEJ;’P;K:;SL l Laporan Hasil Reviu Dalam pelaks ; & dapak
2 |1. Spesifikasi Teknis/KAK 5 hari Spesifikasi Teknis/KAK [ oo PEIakSanaan reviu, ppx dapa
2. Perkiraan Biaya/RAB B REA-KP/PD & Perkiraan Biaya/RAB ittt st e el
’ ¥ 3. Pagu DPA/DIPA y
. . . . . Laporan Hasil Reviu Persetujuan PA/KPA
3 xmnkﬁn persetujuan Spesifkasi Teknis/KAK “ Spesifikasi Teknis/KAK 1 hari terhadap Spesifikasi
& Perkiraan Biaya/RAB Teknis/KAK & RAB
Menyusun HPS dan Rancangan Kontrak:
a. Jika diperlukan meminta pendampingan (a) 1. Spesifikasi
4 |penyusunan HPS dan Rancangan Kontrak Teknis/KAK 5 hari HPS dan Rancangan
b, Jika tidak, maka dilanjutkan dengan 2. RAB Kontrak tersusun
penetapan Spesifikasi Teknis/KAK, HPS dan (b) 3. Pagu DPA/DIPA
Rancangan Kontrak
Menugaskan JF PPBJ untuk melaksanakan . Permintaan Surat Tugas
5 [pendampingan penyusunan HPS dan Rancangan Pendampingan 1 hari ekt
Pendampingan
Kontrak Pengadaan
;4
Mendampingi penyusunan HPS dan Rancangan Surat Tugas ¢ 4
9 Kontrak Pendampingan el Pendampingan
Menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan yang ¥ 1. Draft Spesifikasi D°1f“_‘??“ perslapen pengalisan juge
berisi: P Teknis/KAK , berlm mka adal:
7 |1. Spesifikasi Teknis/KAK 2. Draft HPS 1 hari E"k‘";“’” Peminpen :12 Jemipan ““l“im““”
2. HPS 3. Rancangan Kontrak engacaan 3' JAminan. peia ls&}a]naan d
3. Rancangsn Kontrak - jaminan pemeliharaan, an/atau
4. penyesuaian harga
' ; Dokumen Persiapan
8 |Menerima Dokumen Persiapan Pengadaan l@ ok Ren g 1 hari Pengadaan
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Judul SOP W\ siapan Pemilihan Penyedia
NDV
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA |
1. PPK: —

dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Memiliki kemampuan dalam melaksanakan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintahan sampai dengan RUP dan dokumen terkait persiapan pengadaan disampaikan kepada
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PPK
Sistem dan Transaksi Elektronik
4  Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden 2. Kepala UKPBJ :
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Memiliki kemampuan dalam menunjuk Pokja Pemilihan yang kompeten
5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 melaksanakan persiapan pemilihan penyedia
Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 3. Pokja Pemilihan:
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan persiapan pemilihan penyedia
7 Permen PANRB No. _35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur b. Memiliki kemampuan dalam menyusun Dokumen Pemilihan Penyedia
Sdminishasl Pameriniana: C. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 1 Koemputer/Scanner/Printer
2  SOP Perencanaan Pengadaan 2 Jaringan Internet
3 SOP Persiapan Pengadaan 3 Panduan Penggunaan SPSE
4  SOP Persiapan Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
5 SOP Pemilihan Penyedia Pasca/Tender
6 SOP Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1 | Salinan berkas-berkas terkait persiapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data
ditetapkan, elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ.
2 | Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output 2 | Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia dicatat dan didata sebagai data

elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

2. Metode Pemilihan
3. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Persyaratan/ Keterangan
K ala UKP! j ili
PP Kepala BJ Pokja Pemilihan Kelengkapan Waktu Output
1. SK Penetapan PPK
2. Dokumen Persiapan
Pengadaan
3. Dokumen Anggaran Belanja
(:D (RKA-KL/Pemda) i ik
1 |Menyampaikan permintaan pemilihan Penyedia 4. 1D Paket RUP 1 hari crmintaan pemiiuan
5. Rencana Waktu Penggunaan penyedia tersampaiican
Barang/Jasa
6. Surat permohonan
pelaksanaan pemilihan
penyedia
Y
2 |Menetapkan Pokja Pemilihan Dokumen Persiapan Pengadaan 1 hari Suraft. Penstapan Pokja
Pemilihan
Melakukan reviu terhadap Dolkkumen Persiapan
Pengadaan Melalui Penyedia (b) 1. Surat Penetapan Pokja

3 |& Jika lengkap dilanjutkan dengan penetapan Pemilihan; 1 hari Hasil Reviu Dokumen
metode pemilihan 2. Dokumen Persiapan Persiapan Pemilihan
b. Jika tidak lengkap disampaikan kepada PPK (@ Pengadaan
untuk diperbaiki

baiki Dok P Pengad . Doku
Memperbaiki Dokumen Persiapan Pengadaan 1. Dokumen Persiapan ;

4 |dan/atau menyampaikan kembali kepada Pokja Pengadaan 1 hari izrb.a.lkan Dokur;\en
Pemilihan 2. Hasil Reviu Pokja rsiapan Pengadaan
Menetapkan: \ 4 Metode pemilihan
1. Metode Pemilihan Penyedia » Ezml’, T_‘t:’ _Pe“:;apm_'l

5 |2. Metode Penetapan Kualifikasi Dokumen Persiapan Pengadaan 1 jam d : HIlAs), everuast
3. Metode Evaluasi Penawaran, dan okumen penawaran dan
4. Metode Penyampaian Penawaran PELYEMPAAN; PORAWATHE

ditetapkan
¥ 1. Dokumen Persiapan
. Pengadaan . Jadwal Pemilihan
3 Jadwal Pemilih o
6 [Menyusun dan menetapkan Jadwal Pemilihan 2, Mistcde Pemiliian 1 jam itetapisn
3. RUP
v 1. Dokumen Persiapan
7 |Menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan @ Pengadagn 1 jam Dokumen Pemilihan
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Judul SOP )8 enjilihan Penyedia Prakualifikasi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAK —
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. PPK:
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia prakualifikasi
Pemerintahan b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
3  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik 2. Pokja Pemelihan :
4  Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden c. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan prakualifikasi
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Peserta:
6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pernerin.tah Nompr 12 Tahun 2021 C. Memiliki kemampuan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia tidlaftar sehagal Pelaku Usalia di SPSE, dai
7 Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur ’
Administrasi Pemerintahan. d. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Isian Kualifikasi
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 1 Komputer/Scanner/Printer
2  SOP Perencanaan Pengadaan 2 Jaringan Internet
3  SOP Persiapan Pengadaan 3 Panduan Penggunaan SPSE
4  SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
5 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
6 SOP Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1 | Salinan berkas-berkas terkait persiapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data
ditetapkan. elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ.
2 | Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output 2 | Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia dicatat dan didata sebagai data

dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMILIHAN PENYEDIA PRAKUALIFIKASI

b. Jika peserta kurang dari 3 maka dilakukan
perpanjangan waktu

_w

Kualifikasi terunduh

Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Keterangan
2 & Pokja Pemilihan Peserta Persyaratan/ Waktu Output crerang
Kelengkapan
1. Nama dan alamat
Pokja Pemilihan
2. Uraian singkat Pelaksanaan
. . pekerjaan : pengumuman
Prakualifika EEN e ——— 7h
1 |Mengumumkan Pr: ikasi @ 3. HPS dan Pagu ari Pralualifikasi
‘ 4. Syarat Kualifikasi tersampaikan
| 5. Jadwal unduh dan
| unggah dokumen
A
5 Mendaftar sebagai Peserta Kualifikasi dan - - Surat Izin Usaha dan &t Dokumen Kualifikasi Jika bel i
mengunduh Dokumen Kualifikasi i Dokumen lainnya R terunduh : N PECOaitir
Melaksanakan Pemberian Penjelasan
Kualifikasi (b) e
3 |a. Jika membutuhkan perbaikan dokumen [ Dafter peserta n;sea_cara o1
b. Jika tidak membutuhkan perbaikan ' pemberian penjelasan
dokumen ‘
(a)
: |
! v -
. . [ 1 D
4 |Memperbaiki dokumen kualifikasi : s .pada sgat okumen pe‘milfh‘an
- pemberian penjelasan yang telah direvisi
| |
i Y 1. Isian Formulir .
. : ; ¥ Dokumen Isian
Menyampaikan /mengunggah Dokumen Isian Elektronik . . .
4 . . S e y 3 hari Kualifikasi
Kualifikasi 2. Dokumen Isian tersampaikan
Kualifikasi pai
Mengunduh Dokumen Isian Kualifikasi: &
. Ji rt nawar 3 atau lebih
a. Jika .pest? a yang mena a'au e (a) _ - o T
5 |maka dilanjutkan dengan evaluasi Peserta kurang dari 3 1 hari




Mutu Baku

No. Uraian Kegiatan Pokja Pemilihan Pasaita Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
Kelengkapan
[
: |
Melakukan perpanjangan waktu pemasukan i - Proses gagdlakali
Dokumen Isian Kualifikasi: ; (a) masih dapat
a. Jika peserta yang menawar lebih dari 3 | S dilanjutkan
6 |maka dilanjutkan dengan evaluasi \ Akun SPSE Pokja 3 hari . . . X
) ‘ | (b) | Kualifikasi terunduh |prakualifikasi sesuai
b. Jika peserta tetap kurang dari 3 maka i ; dengan peraturan
kualifikasi dinyatakan gagal (laporan hasil | C)
kegagalan dilaporkan ke PPK) ' f perundangsundangan
. . 1, Berita Acara
. Evaluasi Dokumen
7 |Melaksanakan Evaluasi Dokumen Kualifikasi ' Dokumen Kualifikasi 10 hari Kualifikasi
- c 2. Daftar Peserta Hasil
Evaluasi
Melaksanakan pembuktian kualifikasi: X (a) 1. Berita Acara Hasl|
a. Jika peserta lulus 3 atau lebih maka <> - E;.raluasi/Dokumen 1. Berita Acara Hasil
8 dilanjutkan dengan pengumuman hasil | evalitas] 10Ka Pembuktian
kualifikasi (b) | | ) 2. Berita Acara Hasil
. y ! 2. Daftar Peserta Hasil
b. Jika peserta yang dinyatakan lulus kurang @ ‘ Evaliiasi Penetapan
dari 3 maka prakualifikasi dinyatakan gagal
|
Mengumumkan Hasil Kualifikasi (a) f a. Berita acara hasil
a. jika tidak ada sanggahan ‘— -<>4 | Hasil prakualifikasi kualifikasi
b. jika ada sanggahan f b) b. sanggahan
| (a)
Menindaklanjuti sanggahan | ‘ tindak lanjut Proses Sanggah diatur
a. sanggahan tidak diterima : { (b) sanggahan sengEahET di dalam SOP lain (jika
b. sanggahan diterima | (j ada sanggah)
[
| |
1‘ ; 1. Berita Acara Hasil
10 Menetapkan dan mengumumbkan daftar ‘ Pembuktian 1 hari Daftar pendek
pendek peserta @4 2. Berita Acara Hasil pendek

Penetapan
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Judul SOP

W\ N :

Penyedia Pascakualifikasi

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAK

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

L

1. PPK:
a. Memiliki pemahaman tentang pemilihan penyedia pascakualifikasi
b. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan adendum (KAK/Spesifikasi Teknis,

dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

3  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan HPS dan/atau Rancangan Kontrak) dan penerimaan laporan hasil pemilihan;
Sistem dan Transaksi Elektronik c. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa
4 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Pokja Pemelihan :
5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan pemilihan
Tentang Pedoman Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pascakualifikasi/tender/seleksi
6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
7  Permen PANRB No. 35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 3. Peserta:
Administrasi Pemerintahan. a. Memiliki kemampuan kemampuan tentang pengadaan secara elektronik dan
terdaftar sebagai Pelaku Usaha di SPSE, dan
b. Memiliki kemampuan untuk membuat Dokumen Penawaran
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa 1 Komputer/Scanner/Printer
2  SOP Perencanaan Pengadaan 2 Jaringan Internet
3  SOP Persiapan Pengadaan 3 Panduan Penggunaan SPSE
4  SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
5 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
6 SOP Pelaksanaan Kontrak
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1 | Salinan berkas-berkas terkait persiapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data
ditetapkan. elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sckretariat Kepala UKPBJ.
2 | Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output 2 | Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia dicatat dan didata sebagai data

elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMILIHAN PENYEDIA PASCAKUALIFIKASI

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Pokja Pemilihan PPK I Persyaratan/ Wikt Output Keterangan
Kelengkapan
1. Nama dan alamat Pokja
Pemilihan
2. Uraian singkat Pelaksanaan undangan
5 ( ) pekerjaan ; dan/atau pengumuman
1
1 [Mengumuman Tender/Seleksi 3. HPS dan Pagu jam pemilihan penyedia
4. Syarat Peserta tersampaikan
5. Jadwal unduh dan
unggah dokumen
h 4 sesuai batas waktu (1. Penyedia terdaftar di SPSE
Mendaftar sebagai Peserta dan mengunduh Dokumen 1. Dokumen perusahaan YERTen Ef : e ’
2 e SR . dalam dokumen 2. Dokumen Pemilihan Jika belum mendaftar
pemilihan [ 2. Email, dll.
pengadaan terunduh
Melaksanakan Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan
Penyedia: 1
a. lika tidak mengubah Dokumen Pemilihan maka +
dilanjutkan denga_n_penyampanan D'o?cumen Pena.waran Ea)_ Sekiirien Perillihaa _ Berita Acara Pemberian
3 |b. Jika mengubah isi Dokumen Pemilihan maka dilakukan : . 1jam )
(c) Penyedia Penjelasan
adendum I |
c. Jika adendum menyangkut HPS. KAK/Spesifikasi Teknis, (b) | :
Rancangan Kontrak maka adendum dilakukan dengan ‘ .
persetujuan PPK | |
| |
i ifikasi Tekni [
Menerima usulan perubahan terkait KAK/Spesifikasi Teknis [ | Kepiitusat PRICHSHyEtUol
dan Rancangan Kontrak: | | 1. Berita Acara "
: : L 4 . atau menolak hasil
a. Jika PPK menyetujui perubahan tersebut maka dilakukan (b Pemberian Penjelasan
) : perubahan dokumen
4 |adendum [ | |2. Usulan dan isi 1 hari . )
. [ pemilihan terkait HPS,
b. Jika PPK menolak perubahan tersebut maka Dokumen T perubahan dokumen KAK/Spesifikasi
Pemilihan sebelumnya tetap berlaku dan dilanjutkan (a) ‘ pengadaan . P
: | Teknis/Rancangan Kontrak
dengan penyampaian Dokumen Penawaran [
[ ¥
lak kan adendum dok | < l 1-BAPR 1jam Berita Acara Hasil Adend
5 |Melaksanakan adendum dokumen 2. nastiin Adendiim ] i ndum
|
| .
l 1. Terdaftar sebagai sesuai batas waktu
- | | Dokumen Penawaran
6 |Menyampaikan/mengunggah Dokumen Penawaran | Peserta dalam dokumen
- ) < terunggah
2. Dokumen Penawaran pengadaan
u




Mengunduh Dokumen Penawaran:
a. lika jumlah peserta terpenuhi maka dilanjutkan dengan

§

7 |pembukaan dokumen Akun SPSE 1jam Dokumen Penawaran
b. Jika jumlah peserta belum terpenuhi maka dilakukan (b)
perpanjangan waktu
|
Melaksanakan perpanjangan waktu pemilihan penyedia: (a) Dalam hal terjai sekali
. ¥ R | leksi
a. Jika jumlah peserta terpenuhi maka dilanjutkan dengan — Tidak ada Peserta yang Lo A (gagian:;z;i::;iz :.:;sslih
8 |pembukaan dokumen . (b) ] memasukkan penawaran : p L=
b. Jika jumlah peserta belum terpenuhi maka bisa dilanjutkan dengan
tender/seleksi dinyatakan gagal pengumuman
‘ 1. Unduh Dokumen 1. Berita Acara Hasil Evaluasi
d | | Dok p » —t Penawaran P— 2. Dokumen Evaluasi
9 |Melakukan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran o Diékiirnen peilikas gg & D Ran PR
Penyedia Evaluasi
(b)
Mr::.laku‘kan pembl_"kt'an kuallfnka(sjl. peser:a dokumen kualifikasi sesuai dengan jadwal |berita acara hasil pembuktian
10 |a. jika tidak sesuai rnaka.peserta inyata an.gugur (a)| pesarta seriitihan kualifikasi
b. jika sesuai maka dilanjutkan ke tahap berikutnya @
1. Dokumen Penawaran
2. Dokumen Pemilihan Paket B/PK/JL di atas 100
1. Daftar calon pemenang o
K lon bemenan 2 3. Template/tools/ 1jam 2. Berita Ackrs PEnatapsn M dan Konsultansi di atas
11 |Menetapkan ca P & sistemn sesuai metode C.:-.;Ion Pemenan 10 M ditetapkan oleh
penetapan calon g PA/KPA
pemenang
|
1. Berita Acara Hasil
Klarifikasi/N siasi
Mengumumkan pemenang tender/seleks[‘ N ari ‘1 asi/Nego aA 5. Iapsran terssmpatin ke
2 a. lika tidak ada sanggah maka Laporan Hasil Pemilihan — Teknis dan Harga/Biaya 1jam PPK. atau
% Penyedia disampaikan ke PPK ‘ (a) 2. Berita Acara Hasil !
e | [ . b. Sanggahan peserta
b. Jika ada sanggah maka dilanjutkan proses sanggah | | (b) Evaluasi
‘ | 3. BAHP
1 .
‘ ~ tindak lanjut sanggahan
! (b} I yang diterima dapat
Memberikan tanggapan atas sanggahan | a. Laporan tersampaikn ke berupa:
13 |a. sanggahan diterima | (a)l I Sanggahan peserta 5 hari PPK, atau a. tender digagalkan,
b. sanggahan tidak diterima | v | b. Tindak lanjut sanggahan b. evaluasi ulang, atau
i @ | c. pemasukan penawaran
! i ulang.
i T
. - . . ‘ Dokumen hasil pemilihan . Laporan Has! Pemilihan
14 |Menerima Laporan Hasil Pemilihan Penyedia melalui SPSE ! > 1 hari

di SPSE

Penyedia
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Judul SOP '\ \;  Pemilihan Pelaksanaan Kontrak
K\\\':-‘
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA | r
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 1. PA/KPA:

Memiliki pemahaman dan kemampuan terkait dengan pelaksanaan dan pengawasan

dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan kontrak sampai dengan penerimaan hasil pekerjaan/pengiriman barang
3  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik 2. Kepala UKPBJ :
4 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Memiliki kemampuan dalam mengelola laporan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomqr 11 Tahun 2021 3. Pokja Pemilihan :
Tentang Pedoman Pedor{‘{an Perencanaan Pengadaan Barang/ qasa Pemerintah a. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan laporan hasil pemilihan penyedia
6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pememtah Nom'or 12 Tahun 2021 b. Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
T Perm_eg PAN.RB No. _35 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 4. Pejabat Penandatangan Kontrak:
Administrasi Pemerintahan, Memiliki kemampuan dalam melaksanakan Pelaksanaan Kontrak
5. PjPHP/PPHP:
Memiliki Kemampuan dalam melaksanakan pemeriksaan administrasi terhadap serah
terima hasil pekerjaan/pengiriman barang
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Perencanaan Pengadaan 1 Komputer/Scanner/Printer
2  SOP Persiapan Pengadaan 2 Jaringan Internet
3 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia 3 Panduan Penggunaan SPSE
4  SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
5 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1 Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan 1 | Salinan berkas-berkas terkait persiapan pengadaan dicatat dan didata sebagai data
ditetapkan. elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Sekretariat Kepala UKPBJ.
2 | Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output 2 | Berkas-berkas terkait persiapan pemilihan penyedia dicatat dan didata sebagai data

elektronik dan manual dalam berkas kearsipan Pokja Pemilihan.




u___wo\ N peA yeph q
S piea il
Bepevg ueunel bed) ueuwer X epiL UBUIUE! SEPIEA UBNEII| 21
f
|- ueynuadipueqeIRfsiadio
UNUBIBSIP UBUWwer ey g ¥equoy uebueouey elqede ‘veuie{ ueyuessAus| |}
euly ¥equoy uetueauey 7 ﬁ _ Yequo) uedesiad uep
¥esuoy uebuesuey ey s Ueyjiwa JseH uesode | I 8ddS vaugRuad uexeuesiepN| 0L
yeps/epUa
== UBNeIRqSL VB Wi/
vsa¥aozt !t v uesebbue veepesiayepIey
eyEe VdQ/VdiQ uesebue Feyved yeauoy uebueepueusd|
yajegapua uey | ueeipasiapepay uesode ‘| 1egelad uesode ewususK| 6
ejpesia |
eipasia] Ydvd
AN NeplL & Jode] eipassa) ¥epl ey 7
oy Yequo inlue expasia ey ‘|
N/ ¥diavda
ueseBbuy , eped ueiefibue ueerpasiaay
ueeIpasIAR) ISeLLOU Ley | Ydovdia ueeuesyuawad ueymERA| 8
eipeduag 3
eipaluad Leyyiwagy UBLjLIB |ISBH YeouBLY| .7 i 1e6ef)
jiseH URsoden) LBy | Vd)lyd Uesmnday - - ISYeS/Ja0uY Usywnwnbuay| L
eppafuad ueypwad jsey [ |
YejouBU nEe niafuaw E Va¥Vd veerued saepepuvel
ebjod epeday isinasu| Ley | MU iy d Lesninday| snun ebjod usygULRWAN| 9
liseH
BuusUBI ['BddS UBIaUsW ueyiqauaLl
¥equoy ueBugepueuad
Pat 1egefad UexyBULBW
{ Yd/vd Bfep eipakuad
% ,
e ueypwed jSey BLBUBI
YEIUBHY e
eipakuag ) upeiouad LexedieAusw
eipakuad UBYIIUA [ISBH URYEIOUad| YaNVd exen eipatuad
ueygwad sy yerouaiy VENIE M UBSMnday| ueyiwad Sy Yeusi |
neye infmakusw ymun eipaduad ‘vewgiwad sey ueysyassed
YAV uesninday 1By | Ueyiiwad |seH ueiode '} 13 uesninday usyuaqal|  §
YA
epeday Uyesesp uesninday xew
wpdes ueieyedasay 1pelia yept 4r 7,
IBddS]
N ipons e auad oy ueriegp sasod
; SBOiL efew uaeypdasy edeaia By |
VM/vd 3 Leywad ’ veyywad
|SBH UBYSYRSIad Buring ping 'z 158y ueysyesied yEE Yeauo)
Infue yepuiL eipadua UeYyLa iseH uefueiepueuad {eqeiad uefiuep
NEE UEeyRdessy Leyg uexerouad uestinday | ewesq ueseyeqad usimieiN|
ninjeg ebiod
¥epL peday useiousd LeyedURAUL
N yenuoy uefusepuetag
injeg leqeleq ‘minespyeps el 7
eipaluag ueyiwa 18ddS uegeuad uebuap
. = - BIPASIA | usyniuenp exew ninasp e L
uexerouad nee Leyjiuad jseH uelode 7 eppafuad ueyyiwed
uenimesiad uesnnday ey | Yequoy uebuesuey ‘| isey depeysa) ninal UBYDRPA| €
BLLAP) ~
vedsiefiag)  eipafliag Leypwag epaduag] ) ebiod uep expaluad veyyiwad
408 webuspeyal {152+ uesode] ey | URLIIWA SeH UBIOtE e 152y uziode; UBSHOUIS) BWUBUB| 2
ueyway e
jiseH Bieay BRg ¥ —
uedepuad| radYN efeday epeday UEXSNQUIP
[SeH B0y EleR € UED (YEJUO) LeDuelepUBLS
eipafuag veywad JBpUB| ISEH BXR0Y BUad 7 1eqelad) ydd epeday eipadusd
IseH uesode ey | 1SENfeA] fiseH EROY Bueg ‘| weyijwad fsey ueyedweduap| |
Nesuoy
wino m | wedesuoy pemeiseg | wpokueg | WO | PANNTRUN | gy spunung waroa | YNV P =
radin ad0
ueBuesagay nyed M EUBSYERd

SIVELNOYM NVYNVSHVTED
([dOS) ¥NAAS0Ud TYNOISVIHAJIO JVANV.LS




IRBASIUILIDY

Vel Bpadey

useSjUeLad) Bueseq pwiue yRIes ueeleyey
IIseH BiBoy BWeE)| vey ) ISBAS|UIUPE UBeq e |iseH usesyuewWwed eieoy Bueg [veBumepueue| /2
VAV
o ujedweais |
Buesmg Bwus | ye:eg uey | isve| Wovd 8 eseryBusieg Bwus | yeuss usynisBuey| gz
el
yeses uenfeBusg 7
eipafued|
Bwus | yejo Bueieq/ueeliexed (1sva)
,_.ﬂ_ww BBy sEel uey | IIzey ussoden) | BuWpe | Yeuss eiedy Bjueg jueBusepusue| Sz
wenuoy Hequos
wejep 1p ueydeiByIp ueilueled vawnyog Z
Buek jsey jenses Bueseg/ueelieyag seH| | Wequoy uemuaey usbuap tenses eipsiusd yelo
fesejes uealisyed ) uey | ueesyuetwad uelode °} Bueiegiueslioyad |ISeH UByleqiad UBYBUeSYRRN| ¥T
BlWye) eyeg uenfebud ‘g uebuep [enses Bueiegjueeliaved pequedwaly|
seauoy umsnueyp ejpalusd Bxew YeNUCY uebusp|
usilusleg uswmiogd Z enses yepi busd uesliewed |isey epe ejigedy |
Bueieg juseleted eipeiued| ‘ugeDjUBLA |[SBH BIedy
IiseH uzesijpawead ysjo ueelayed Burseq upeg wejep oy usyb uep By Lewag
iRy uriode) uey seiy umiodey | Js8H L chid o 1 14
BWUS | | Weep vernsyed.
eieg uenieBuey Z|  ueeumsyeied ueslisje (seH BWLS |
Bueseq jueeleyed [empel ugefioyad usRUESEIOY 1o yrun yeauay ueBumepususd ieqeleq
|ey uriode 1| uebuep enses jiseH uelode] - epeday uey uep L W| 2T
wefep ueelsysd Wequoy usiepuebued
usuesyemEd |88y uelode Z| |
Bueregueeliojed fempe! HBAUOY
ueyrgied seH| ueBuep mnseg usifueled uswnyog | uenfewsy ueyegsed uexeL \Z
HEHUOY ejpatuad slunlusiss mun yequcy uz(epusbusd
wejep ugebioyed jedes unjme|ip BYEW [SEpSp pelia) ex)r 2|
yequoy|  ueeuesyered MNdSZ uB{IESe@8Ip YruN Uexinluepp
! Eue | resmpel senuoy| umelieyed YR LB[ESEWI BPR YER] BN |
iise uesode| usbuap enseg ueylueliad uswmiog 'y ‘HeAquoy ue|epuabuad UBNBUBSYBION| 0T
ueeuesyead 11k uesode Z T
1empe{ BUWRSISR UBESI BB
yenuoy wnpuepy| uebuep enseg |ISeH B/e0y Bueg L eipeiuey uebuep YELUOY WNPUBPPE UBYMYEBK| Bl
198 B2y wepep ueelayed PPy UEBLESE||p YEAUON BRI HEP BT €
elueg uep ueiode Z|  ueeuesieed ddSHNGS ‘2| nad WINPUBPPE UBYNYE]IP Bxew
Henuoy| Winpuspy [empel HeAUOY < Sfeauoy 8 ueyegnied usgeqpEbuew Bt L
uebBueauey ‘|| ueBuep enses ueuelisg uswnyoq ! Eliesieg L j umeuesyRIeN| 8L
Nenuoy
yenuoy| weep ueelsysd
uebuep lenses| uesuesyesd
Buereg/ueeloned fempel ddSHMIAS Z euwesiaq pEedasip ue|e Bued yeauoy
IseH E_,SEEL ueBusp ensag yenuoy) usLINyog ") uebuep enses e|paiuad yejo yequoy| ussussyeled| L1
oy uedesied ddSMNGS E| L Bipedus BLIEEIBG HRHUOY)
jede sey ueode] uey | WEQUOYy uswmiog ‘| ueeuesye|ed uedemsied jedey uRBUESYEIBN| 9L
Gurseg usepiBuad ymun|
(dds) uewyiBuad ysuped Bing Usiqisusd ¢
eluue
Eser UBp ‘SUBNSUC) THiNSUCY ueEpeBUad YMUN
Bipigs) eley RInW uBuLed JRNG URqIBUS |
ddS MINdS uey ¢ HRLUDy UBWIM{OC] uRRUBSHRBW| G
IueBuye pusyp| veujwerz| | eipakued
Hequoy| uawnjoq uey | HeAuoy| uebueouy “| ¥equoy vi
epe )i usBuepeo Bususwed ynfunuew
uep uBBEqIp edep [qdds Jexedas yepq Bl q
Hexquoy
veueBumepueUed ueniue|p BYEW ‘texedes Byl B
sequoy uebueoue) sipatusd uojes ueBuap
seje umeyedesay] uey | Wejuay uebusouey hjenuoy usuebuejepusued uedejsied uBLREION| E)
uedeyBue
ndano e .E“xiaa..“. ueye|Boy werein oN

nyeg mnp_




